
 
BUPATI NGAWI 

 PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI NGAWI 

NOMOR 21 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

BUPATI NGAWI, 

 
Menimbang  : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan   

Daerah Kabupaten Ngawi Nomor   Tahun 2017 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016. 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3952); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia   Nomor  4355); 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);  

9. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5043);   

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 5495); 

13. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah beberaka kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 
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16. Peraturan  Pemerintah Nomor  23 Tahun  2005  tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah 

Nomor  74 Tahun  2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor  56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010          

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia   Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran  Negara Republik Indonesia         

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012          
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5351); 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5165); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia    Nomor 5219); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 5272); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran 

dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 49), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 09); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2006 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 14) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2008 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 05); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007   Nomor 07) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarana Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02); 
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36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun 2016 Nomor 06); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun                         

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi       
Tahun 2015 Nomor 21); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun  Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi 

Tahun 2016 Nomor 07); 

40. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2016 tentang 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2016  Nomor 21). 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN        

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN                                
ANGGARAN 2016. 

 

 
Pasal 1 

 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas : 

 

a. Pendapatan 
  

 
1. Pendapatan Asli Daerah Rp 195.606.461.846,70 

 

2. Dana Perimbangan Rp 1.468.168.730.397,00 

 

3. Lain- Lain Pendapatan yang 
Sah 

Rp 314.062.266.825,00 

  

Jumlah Pendapatan Rp 1.977.837.459.068,70 

 

b. Belanja   

 
1. Belanja Tidak Langsung   

  

a) Belanja Pegawai Rp 977.945.117.946,15  

  

b) Belanja Bunga Rp 0,00  

  

c) Belanja Subsidi Rp 0,00  

  

d) Belanja Hibah Rp 28.153.715.592,00  

  

e) Belanja Bantuan Sosial Rp 3.253.980.000,00  

  

f) Belanja Bagi Hasil 

Kepada 
Propinsi/Kabupaten/Kota 

Rp 6.085.514.500,00  
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dan Pemerintahan Desa 

  

g) Belanja Bantuan 

Keuangan Kepada 
Propinsi/Kabupaten/Kota 
dan Pemerintahan Desa 

Rp 285.604.447.706,39  

  

h) Belanja Tidak Terduga Rp 10.000.000,00  

  

Jumlah Belanja Tidak 
Langsung 

Rp 1.301.052.775.744,54  

   

  

 
2. Belanja Langsung   

  

a) Belanja Pegawai Rp 27.262.973.500,00 

  

b) Belanja Barang dan Jasa Rp 352.387.080.565,00 

  

c) Belanja Modal Rp 355.374.670.586,39 

  

Jumlah Belanja Langsung Rp 735.024.724.651,39 

  

Jumlah Belanja  Rp 2.036.077.500.395,93 

  

Surplus (Defisit) Rp    (58.240.041.327,23) 

  

 

 

  

c. Pembiayaan   

 

1. Penerimaan Pembiayaan Rp 347.308.631.336,59  

 
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp 23.272.809.623,76  

 
Pembiayaan Netto Rp 324.035.821.712,83  

 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Berkenaan  

Rp 265.795.780.385,60  

 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan 

Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
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Pasal 4 

 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi. 

     
 

               Ditetapkan di Ngawi 

               pada tanggal 18 Agustus 2017 
 

BUPATI NGAWI, 
 

 

 

               BUDI SULISTYONO 

 

 
Diundangkan di Ngawi 

pada tanggal 18 Agustus 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, 

 
 
 

 

          MOKH. SODIQ. TRIWIDIYANTO 

 BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2017 NOMOR  21 

 

 

 

  

 

 

 

      


